
BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEB0NG 
N0 M0R V/ TAHUN 2018 

TENTANO 

KEDUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, TUGAS DAN FUNOSI 
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEOAWAIAN DAN PENGEMBANOAN 

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN REJANG LEBONO 

Mcnimbang 

Mengingat 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa dengan dibcrlakukannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Rejang Lcbong Nomor 2 Tah1u1 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang 
Lcbong Nomor 9 Ta.hun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 
maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 59 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kcpegawaian, Pendidikan 
dan Pclatihan Kabupatcn Rcjang Lebong perlu diganti 
untuk disesuaikan; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan 
BuJ)<lti tentang Kedudukan, Susunam Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan $umber Daya Manusia Kabupaten Rejang 
Lebong Kabupaten Rejang Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pcmbentukan Propinsi Bengkuiu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tah.un 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah un 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo; 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
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Menetapkan : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagalmana telah diubah beberapa 
ka1i teral<hir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 20 I 4 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 56791; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun I 967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 2854); 

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perang)<at Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor I 14, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 80 Tahun 2015 
ten,ang Pembentu kan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melal<sanakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berila 
Negara Republlk Indonesia Tnh un 2017 Nomor 197); 

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Pcl'Mgkat Daerab Kabupaten 
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentar\g 
Perubahan At.as Peraturan Oaerah Kabupaten R<tiang 
Lebong Nomor 9 Tabu.n 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
(Lembaran Daerah Kabupa1en Rejang Le bong Tahun 2018 
Nomor 133). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUS!A KABUPATEN REJANG LEBONG 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Rtjang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesa,uan Rcpublik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Supati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Dacrah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi l<ewenangan daerah otonorn. 

4, Supati adalah Supati Rejang Lebong. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Supati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang lerdiri dari sekretariat dnerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, Jembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
7. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah 

Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
Rejang Lebong. 

8. Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong. 

9. Sekretariat, Sidang, Sub Bidang, Sub Sagian, Unit Pelaksana Teknis adalah 
Sekretariat, Sidang, Sub Sidang, Sub Sagian, Unit Pelaksana Teknis pada 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
Rejang Lebong. 

I 0. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jnbatan 
pem.erintahan. 

11 Jabatan F'ungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pclayanan rungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

12. Jabatan s truktural adalab suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dart hak seseorang Peg.nwai Negeri SipiJ doJam 
rangka memimpin suatu satua.n organisasi negara. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Badan Kepegawaian dan Pcngembangan Sumber Daya Manusia Tipe S 
merupakan rungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan 
pengembangan sumber daya manusia yangdipimpin oleh Kepala Sadan. 

Pasal3 

( I) Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 
tugas membantu Supati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang kepcgawaian dan pengembangan sumber daya manusia 
yang menjadi kewenangan Da.erah dan tugas pembantuan yang diberikan 
kepada Daerah. 

(2) Badan Kcpegawruan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 
melaksanakan tugas . sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis sesual dengan lingkup tugasnya; 
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuru dengan lingkup tugasnya; 
c. pemantauan, evaluas,, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis sesuai dcngan lingkup tugasnya; 
d. pernbinaan teknis penyelenggaraan rungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pcmerintahan Daerah sesuai dengan Ungkup tugasnya; dan 
e. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan olch Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 
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BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal4 

Badan KepegawaJan dan Pengembangan Sumber Daya Manusla terdlri dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai; 
d. Bidang Pengembangan $umber Daya Manusia; 
e. Bidang Pembinaan, Jabatan F'ungsional dan Jnfonnasl kepegawaian; 
f. Unit Pelaksana Teknis; dan 
g. Kelompok Jabatan Fuogsional. 

PasaJS 

(I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagmmana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada d.i 
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupat.i melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat sebagaJmana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d dan e dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan melalui Sekretaris. 

(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hu.ruf f 
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Badan 

Pasal6 

(I) Kepala Badao mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, 
mengkoordinasikan, mengendal.ikan, mengeva.luasi dan melaporkan program 
dan kegiatan di Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai, 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Bidang Pembinaan, 
Jabatan Fungsional dan lnformasi Kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), Kepa)a 
Badan mempunyaf rungs! : 
a. perencanaan operasional kegiatan di Bidang Mutasi, Kepangkatan dan 

Kcsejahteraan Pegawai, Bidang Pengemba.ngan Sumber Daya Manusia, 
serta Bidang Pembinaan, Jabatan Pungsional dan lnformasi Kepegawaian; 

b. pengelolaan kegiatan di Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteman 
Pegawai, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, sen.a Bidang 
Pembinaan, Jabatan Fungsional dan lnformasi Kepegawaian; 

c. pengkoordinasian kegiatan di Bidang Mutasi, Kepangkatan dan 
Kesejahteraan Pegawai, Bidang Pengembangan $umber Daya Manusia, 
serta Bidang Pembinaan, Jabatan Fungsional dan lnformasi Kepegawaian; 

d. pengendalian kcgiatan di Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Keujahteraan 
Pegawai, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Bidang 
Pembina.an, Jahatan Fungsional dan lnfonnasi Kepegawaian; 

e. pengevaluasian kegiatan di Bidang Mutasi, Kepangkatan dan 
Kesejahteraan Pegawai, Bidang Pengemban.gan Sumber Daya Manusia, 
scrt.a Bidang Pembina.an, Jabatan Fungsione.l dan Jnformaei Kepegawaian: 
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f. pelaporan k~giatan di Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahleraan 
Pega,~ai, B1dang Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Bidang 
Pembmaan, Jabatan FungsionaJ dan lnformasi Kepegawaian; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 

(I) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program 
dan pelaporan, penatausahaan administrasi kepegawaian, pengelolaan 
keuangan dan perlengkapan, serta mengkoordinir kegiatan bidang-bidang di 
llngkungan Sadan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sekretariat 
mcmpunyai fungsi: 
a. perencanaan program kegiatan Sadan; 
b. pengkoordinasian program kegiatan Badan; 
c. pengevaluasian program kegiatan Sadan; 
d. penyusunan laporan kegiatan Sadan; 
e. pengelolaan keuangan di lingkungan Sadan; 
f. pelaksanaan ptnatausahaan administrasi kepegawaian PNS Daerah; 
g. pelaksanaan penatausahaan kegiatan rumah tangga Sadan; 
h. pelaksanaan pengelolaan aset Badan; 
i. pelaksanaan kegiatan humas dan protokol di lingkungan Badan ; 
j. pelaksanaan penatausahaan administrasi kepe,gawaian Badan; dan 
k. pc:1aksanaa.n fungsi lain yang dilN:rikan oleh KcpaJa Sadan tcrkait dengan 

tu.gas dan rungsinya. 

PasaJ 8 

(I) Sekretariat, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipimpln oleh Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

PasaJ 9 

(I) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 8 
ayat (I) huruf a, mempunyru rugas melaksanakan penyusunan program, 
pe)aksanaan dan pelaporan kegiatan, penatausahaan dan pengclolaan 
keuangan Badan. 

(2) Untuk mclaksanakan tu.gas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sub 
Bagian Program dan Kcuangan mcmpunyai fungsi : 
a . perencanaan program kegiatan Sadan; 
b. pengoordinasian program kegiatan Badan; 
c. pengevaluasian program kegiatan Sadan; 
d. penatausahaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Sadan 
e. pelaporan kegiatan Eladan: dan 
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Sekretaris terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
Pasal JO 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 8 
ayat ( l) huruf b, mempunyru tugas melaksanal<an urusan tata usaha, 
administrasi kepegawaia.n Pemcrintah Da.erah, rumah tangga, serta 
administrasi kepegawaian di Jingkungan Sadan. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nyat (IJ, S ub 
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a . pelaksanaan penatausahaan administrasi kepegawaian PNS pada 

perangkat daerah; 
b. pelaksanaan penatausahaan kegiatan rumah tangga Sadan; 
c. pelaksanaan pengelolaan aset Badan; 
d. pelaksanaan kegiatan humas dan protokol di lingkungan Badan; 
e. pelaksa.naa.n penatausahaan adm.inistmsi kepegawaian Badan; dan 
r. pelaksanaan rungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai 

Pasal 11 

(I) Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan administrasi kepega._waian dibidang penempatan, 
kepangkatan dan jabatan serta kesejahteraan pegawai di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bidang 
Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi: 
a. perencanaan administrasi kepegawaian di bidang pene,npatan, 

kepangkatan, jabatan dan kesejahteraan pegawai di lingkungan 
Pcmerintah Daerah; 

b. pengendalian mutasi PNS sesuai dcngan kebutuhan di lingkungan 
Pe.merintah Daerahi 

c . pengelolna.n mutllsi jabato.n do.n kepo.ngkota.n di lingkungan Pemerinta.h 
Daerah; 

d. penge11aluasian penempaJan, kepangkatan serta jabatan PNS di 
lingkungan Pcmcrintah Daerah; 

e. pengelolaan usu Ian penslun PNS serta kartu-kartu PNS; dan 
f. pelaksanaan fungsf Jain yang diberikan oJeh KepaJa Sadan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

( I J Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kcsejahteraan Pegawai, terdiri dari: 
a . Sub Bidang Mutasi; 
b. Sub Bidang Kepangkatan; dan 
c. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang bcrada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepa)a Bidang. 

Pasal 13 

(lJ Sub Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas meJaksanakan pengelolaan proses mutasi Pegawai di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Mutasi mempunyai fungsi : 
a. perencanaan administrasi kepegawaian dlbidang 

pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
Pemerintah Daerah; 

b. pelaksanaan admin.istrasi kepegawaian dibidartg 
pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
Pemerintah Daerah; 

c. pengendalian administ.rasi kepegawaian 
peng/l,Jlgkatan dan pemberhentian dalam 
Pemerintah Daetahj 
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d, pengevaluasian administra_si kepegawaian dibidang 
pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 
Pemerintah Daerah; dan 

penempatan, 
dilingkungan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 14 

( I) Sub Bidang Kepangkatan sebagaimana dimaksud datam Pasal 12 ayat (I) 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi 
kepegawaian dalam urusan proses kenaikan kepangkatan Pegawai di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
B1dang Kepangkatan mempunyai fungsi : 
a. perencanaan administrasi kepegawa.ian dibidang Kepangkatan PNS 

dilingkungan Pemerintah Daerah; 
b. pelaksanaan adm.inistrasi kepcgawaian dibidang Kepangkatan PNS 

dilingkungan Pemerintah Daerah; 
c. pengendalian administrasi kepegawaian clibidang Kepangkatan PNS 

dilingkungan Pemerintah Daerah; 
d. pelaporan administrasl kepegawaian dibidang Kepangkatan PNS 

dilingkungan Pcmerintah Oacrahi dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala !Bidang terkait dengan 

tugas dan Cungsinya. 

Pasal 15 

(1) S ub Bidang Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dima'ksud dalam Pasal 12 
ayat (IJ hun,r c, mempunyai tugas melaksanakan pen,gelolaan administrasi 
kepegawaiAA dalrun urusan kesejahleraan Pegawai di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

(2) Untuk melaksannkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : 
a . perencanaan administrasi kepegawaian dibidang kesejahteraan pegawai 

dilingkungan Pemerintah Daerah; 
b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dibidang k,csejahleraan pegawai 

dilingkungan Pemerintah Daerah; 
c. pengendalian administrasi kepegawaian dibidang k.esejahteraan pegawai 

dilingkungan Pemerintah Daerahj 
d. pelaporan administrasi kepegawaian dibidang kesejahteraan pegawai 

dilingkungan Pcmerintah Daerah; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala B!dang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Bidang Pen_gembangan Su.mber Daya Man-usia 

Pa.sal 16 

( J) Bidang Pengembangan $umber Daya Manusia mernpunyai tugas 
melaksanakan perencanaan pengembangan pegawai baik secara kualitas 
maupun kuantitns, melaksanakan pengadaan CPNS dilingkungan 
Pemerintah Daerah dan melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan 
prajabatan, struktural, teknis, fungsional dan bimbingan teknis serta 
melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dibidang tugas belaja,­
dan izin belajar. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bidang 
Pengembangan Surnber Daya Manusia mempunyai fungsi : 
a. perencanaan pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah 

Daerah; 
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b. pelaksanaan fasititasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 
c. perencanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah; 
d . pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis PNS; 
• · pengevaluasian dan pelaporan program kegiatan pengembangan sumber 

daya manusia; dan 
f. pelaksanaan fungsi laln yang diberikan oleh Kepala Sadan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

(I) Bidang Pengembangan $umber Daya Manusia, terdiri dari: 
a. Sub Bidang Pengembangan Karir; 
b. Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan 
c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelati.han. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 18 

(I) Sub Bidang Pengembangan Karir scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) huruf a, mcmpunyai tugas meJaksana.kan perencanaan 
pengembangan ko.mpetensi dan karir pegawai dilingkungan Pemeriotah 
Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sub 
Bidang Pengernbangan Ka.rir mempunyai fungsi : 
£1. pe)aksanaa.n urusa.n administmsi kompetensi ja.batan dilingkungan 

Pemerintah Oaerah; 
b. perencanaan pengembangan karier PNS diling)rungan Pemeriotah 

Daerah~ 
c. pelaksanaan fasilitasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna; 
d. pengcvaluasian perencanaan dan kegiatan pengcmbangan PNS 

dilingkungan Pemerintah Daerah; 
e. pelaporan program kegiatan pengembangan PNS diUngkungan 

Pemerintah Daera.h; 
f. pengelolaan urusan administrasi pengcmbangan karir PNS; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait deogan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 

(I) Sub Bidang Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 e,yat 
(I) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengadaan CPNS dilingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk melakSAM.kan tugas sebagaJma .. na. dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Pengadaan Pegawai mempunyai fungsi : 
a . percncanaan dan analisis kebutuhan CPNS dilingkungan Pemerintah 

Daerah; 
b. pclaksanaan pengadaan CPNS scsuai dengan kebutuhan Pemerintah 

Oaerah; 
c. pengevaluasian perencanaan dan lcegiatan pengadaan PNS dilingkungan 

Pemerintah Daerah; 
d. pelaporan program kegiatan pengadaan PNS dilingkungan Pemerintah 

Daerah; 
e. pelaksanaan sumpah PNS; 
f. pengusulan NIP CPNS; 
g. pelaksanaan administrasi pengangkatan CPNS menjadi PNS; dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 
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/ Pasal 20 

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (I) hurur c, mernpunyai tugas mengelola pelaksanaan Diklat 
Prajabatan dan Diklat Struktural maupun fungsional serta bimbingan ceknis 
bagi _PNS dilingkungan Pemerintah Daerah dan melaksanakan pengelolaan 
P~,:1d1d1kan formal berupa pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS 
d1tingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Unruk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
B,dang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: 
a.. pengelolaan sarana dan prasarana kedik latan; 
b. perencanaan pelaksaaaan pendidikan fom1al, Diklat Prajabatan dan 

Struktural, diklat teknis dan fungsional bagi PNS dillngkungan 
Pemerintah Daerah; 

c. pemetaan/ ba.zeting keburuhan pendidikan formal, Diklat Prajabatan dan 
Struktural, dildat teknis dan fungsional dlfinglrungan Pemerintah 
Daerahi 

d. pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan formal, Diklat Prajabatan dan 
Struktural, diklat teknis dan fungsional d ilingkungan Pemerintah 
Daerah; 

e. pdaksanaan kegiatan pendidikan formal, 
StrukturaJ, diklat teknis dan fungsional 
Daerah; 

Diklat Prajabatan dan 
dilingkungan Pemerintah 

f. pelaksanaan monitor dan evaluasi kegiata.n pendi(likan formal, Diklat 
Prajabatan dan Struktural, diklat teknis dan fung.sional dilingkungan 
Pemerintah Do.erah; 

g. pelaporan hasil kegiatan pendidikan fomial, Diklat Prajabatan dan 
Struktural, diklat teknis dan fungsional dilingkungan Pemerintah 
Oaerah; 

h . pemetaan/1.>a.,ering kebutuhan bagi PNS dilingkungan Pemerintah 
Dacra,hi 

i. menyiapkan bahan-bahan dan dolrurnen kerjasama dengan lembaga­
lembaga pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan formal; 

j. menyampa.ikan infonnasi kepada pcrangkat dacrah guna menjaring minat 
tcrhadap penawaran pend idikan formal yang akan dilaksanakan; 

k. peJaksan aan administrasi kepegawaian di bida.ng pemberian tugas belajar 
dan izin belajar; dan 

I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pembinaan, Jabatan Fungsional dan lnformasi Kepegawaia.n 

Pasal 21 

(l) Bidang Pembinaan, Jabatan F'ungsional dan lnFormasi Kepegawaian 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 
dibidang pembinaan, jabatan fungsional serta memberik.an informasi tentang 
kepegawaian dilingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan lugas sebagairnnna dimaksud pada ayat (I), Bidang 
Pembinaan, Jabatan F'ung-sional dan Jnformasi Kepegawaian mempunyai 
fungsi : 
a. pengelolaan admJnistrasi kepegawaian dibidang pembioaan pegawai 

dilinglrungan Pemerintah Daerah; 
b. pengelolaan administrasl kepegawaian d ibidang jabatan fungsional 

ditingkungan Pemerintah Daerah; 
c. pelaporan pcngelolaan administrasi kepegawaian dibidang pembinaan 

jabatan fungsional dan informasi kepegawaian dilingkungan Pemerintah 
Daerah; 
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d. pengelolaan sistem infonnasi pelayanan kepegawaian dilingkungan 
Pemerintah Daerah; 

e. J)<:netapan dan pengusulan pcmberhentian sementara dan pemberhentian 
PNS dillngkungan Pemerintah Daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait de.ngan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 22 

(I) Bidang Pembinaan, Jabatan l'ungsional dan lnfonnasi Kepegawaian, terdiri 
dari : 
a. Sub Bidang Pembinaan; 
b. Sub BidangJabatan f'ungsional; dan 
c. Sub Bidang lnformasi Pegawal. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud paella ayat (I) dipimpin oleh Kepala Sub 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

Pasal 23 

(II Sub Bidang Pcmbinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf 
a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan disiplfn Pegawai Negeri Sipil 
di lingkung,an Pemcrintah Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat fl), Sub 
Bidang Pembinaan mempunyai rungsi : 
a. penyusunan rencana dan program ketja dibidang pcmbinaan pegawai; 
b. penghimpunan dan analisa data dan aturan yang berhubungan dengan 

upaya peningkaian disiplin da.n pemberhentian pegawai; 
c. penyusunan rencana pembinaan P"S•wai dalam rangka peningkatan 

disiplin pegawai; 

d. penelitian dan pemrosesan tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang 
mela.nggar ketcntuan peraturan perundang-u.ndangan kepegawaian di 
lingkungan Pemerintah Daerah; 

e. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pembinaan pegawai; 
f. pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan penctapan surat 

pemberhentian sementan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kcpala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 24 

(II Sub Bidang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
( II huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data pegawai dalam 
pengangkatan dan penempatan pegawai dalam ja.Qatan fungsional. 

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub 
Bidang Jabatan Fungsional mempunyai rungsi sebagai berikut: 
a. penyusunan rencana dan program l<erja dibidang penempatan jabatan 

fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah; 
b. penyusunan J)<:tunjuk teknis dalam pelaksanaan penempatan jabatan 

fungsionaJ; 
c. pcnghimpunan dan analisa data jahatan fungsionaJ PNS sesuai dengan 

basis pendidikan dan kepangkatan; 
d. penyusunan rencana penempatan dan pengisian fonnasi jabatan 

fungsional Pegawai Negeri Sipil sesuai deng,an basis pendidikan dan 
kepangkatan; 

e. pelaksanaan inventarisasi dan analisa tingkat kepangkatan pegawa.i 
berdasarkan da!tar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan 
Pemerintah Daerahi 
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f. 

g. 

h. 

i . 

p~n.elitian d~ pemrosesan baha.n usulan promosijabatan Pegawai Negeri 
S1pil dalam Jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Oaerah; 
pen~mpulan, pengelolaan dan pemrosesan penetapan surat keputusan 
mpasmg/pcnyesuaian angka !credit jabatan fungsional di lingkungan 
Pemenntah Oaerah; 
penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah­
langkah dun tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan 
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Kepala Bidang terkait dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasa.l 25 

(1) Sub Bidang lnformasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(I) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan informasi, 
pengolahan inrormasi, pemutakhiran data serta penyajian Jnformasi 
kcpegawaian dilingkungan Petnerintah Oaerah. 

(2) Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sub 
Bidang lnformasi Pegawai mempuny.ai fungsi sebagai berikut: 
a. penyajian dan penyampajan data kepegawaian dillngkungan Pemerintah 

Oaerah; 
b. pengelolaan sistem informa.si pcJayanan kcpcgawaian (SAPKt 

dilingkungan Pemerintah Oaerah; 
c. pemeliharaan perangkal dan data kepegawaian; 
d. pengelolaan website resmi Sadan; 
e. pengarsipan data kepegawaian; 
f. pengelolaon Rdministrasi kenaikQn goji berkalo. bagi PNS di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kcpala Bidang terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

B/\BV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal26 

(I) Pada Sadan Kepegawaian dan Pengembangan $umber Daya Manusia Tipe B 
dapat dibentuk Unit Pelaksana Te.lalis yang melaksanaJ<an kegiatan teknis 
penunjang tcrteotu. 

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada nyat (1), 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VJ 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 27 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dipirnpin oleh seorang tenaga €ungsional senior yang ditunjuk dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Sadan. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimal<sud pada ayat (I), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ditctapkan 
scsuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 
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BAB VII 
KEPEOAWAIAN 

Pasal 28 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, _Kepala Sub 
Bidang, Kcpala Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional, d1angkat dan 
diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 29 

(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi 
pratarna. . . . 

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau Jabatan administrator. 
(3) Kepala Bidang merupakanjabatan esel~n lllb atau Jabatan_admm,strator. 
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub 8 1dang merupakan Jabatan eselon !Va 

atau jabatan pengawas. 

BABVlll 
TATA KERJA DAN LAPORAN 

Bagian Kesatu 
Tata Kerja 
Pasal 30 

(I) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan 
jabatan fungsiona1 wajib mcnerapkan prlnsip koordinasi, integra5i dan 
sinkronisasi, baik daJam lingkungan masing-roasing unit maupun antar 
satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Badan Kepegawa.ian dan Pengembangan 
Sumber Daya. Manusia wajib mcmlmpin, membina, mengawasi, 
mcngendalikanJ mengarahkan dan mcngevaluasi se.rta mcmberi pctunjuk 
kerja kepada bawahannya. 

(3) Kepala Badan dan seluruh pcjabat struktural di Badan Kepcgawaian dan 
Pengembangan $umber Daya Manusia wajib melaksanakan fungsi 
pengawasan melekat dalam unit kerja rnasiog-masing dan mengambil 
langknh-langkah yang diperlukan untuk penyelesalan masalah sesual dcngan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Laporan 
Pasal 31 

(I) KepaJa Badan wajib menynmpa.ikan laporan pclaksanaan tugasnya secara 
periodik maupun sewaktu•waktu dan memberikan penjelasan teknis atau 
keterangan kepada Bupati perihal kcbijakan yang ditetapkan. 

(2) Setiap pimpinan unit kerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun 
scwaktu-wa_ktu seru,. memberikan penjelasan teknis ~tau keterangan kepada 
atasan masmg•masing sesu-ru dengan tugas dan rungsmya. 

(3) Setiap pimpinan unit ke9a di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manus,a wai1b mengolah laporan yang diterirna dari bawahan 
dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan Japoran dalam 
memberikan saran pertimbangan kepada Bupati guna perumusan kebijakan lebih lanjut. 
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BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

PasaJ 32 

Strukt':"" Organisa•i Badan Kepegawaian dan Pcngembangan Sumber Daya 
Man_usia sebagrumana tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tidal< 
lerp1sahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABX 
PENIUTUP 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku, maka Peraturan Bupati Rejang 
Lebong Nomor 59 Tahun 2016 tenlang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan F\Jngsi, serta Tata Kerja Badan Kcpegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 

Pasal 34 

lial-hal yang belum dlamr dalarn Pcmluran Bupati ini sepanjang mengenai 
tcknis pelaksanaannyn, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 35 

Peraturan Bupali int mu lai bcrla.ku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempalannya d.alam Betita Oaerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Oiundangkan di Curu p 
Pada tanggal ?/ /Vlart/ 2018 

S DAERAH 
AJfG LEBONG, 

H. R. A. DE Nlfl 

Oitctapkan di Curup 
Pada tanggal 11 M,.,,f 2018 

BUPATI REJAJfG LEBONG, 

H. I 
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